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HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN BANK DUNIA
SEHTA PENERAPANNYA DALAM HUKUM

- .~ NASIONAL INDONESIA® - ... _

Srni Setianingsih Suwardi
x

Perjanjian antara Republik Indonesia dan
Bank Dunia rnienunjukan bahwa Indonesia
mengum:nakau ke:em'uau Hu?cum Inrema-
sional. Ini beram bahwa keteuruan pm_faman
tersebut didahulukan dari --ketentuan. per- §
undang—uudangan naswnal yang berfenfaugau s

dengan ketentuan peqanjmn pmjaman ter- o
sebut. Tulisan ini membahas hal tersebut dari
seg: yundzs praldls dan Iekms pelaksanaan E
peqargmu pinjaman mtemaswnal '

,I 5 , To L oo AN

Tulisan ini dimaksud sebagai suatu'usaha untuk meneliti' permasalahan
tentang aspek-aspek hukum perjanjian pinjaman antara Republik Indonesia
dan Bank Dunia serta penerapannya dalam hukurm nasional Indonesia.

Masalah yang ditelaah datam tulisan ini ialah:

1) Apakah persyaratan baku yang ditentukan oleh Bank Dunia dalam
perjanjian pinjaman merupakan persyaratan yang masih dapat
dirundingkan sesuai dengan kepentingan proyek yang dibiayai dari
pinjaman Bank Dunia?

2) Dimanakah tempat dan bagaimana penerapan perjanjian pinjaman antara
Republik Indonesia dan Bank Dunia dalam sistem Hukum Nasional
Indonesia?

"Diambil dari Disertasi yang dipenahankan di Universitas Padjadjaran anpgal 2 Okioher 1995,
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3) Bagaimanakah perangkat hukum yang mengatur perjanjian pmjaman
internasional yang dibutubkan cleh Indonesia?.., PR

Dalam menganahsa Perjanjlan ijaman anlara Republlk Indonesia dan
Bank Dunia dilakukan dengan.pendekatan transnasional artinya pendekatan-

nya tidak saja dari Hukumi Internasional (publik:dan perdata) juga dari segi
hukum nasional.’

o

Perjanjian pinjaman antara Republik Indonesia dan Bank Dunia meru-
pakan perjanjian internasional karena dibuat antara negara dan organisasi
internasional (pasal 1 Konvensi Wina tahun 1986). Bank Dunia sebagai orga-
nisasi internasional merupakan subyek hukum internasional, maka mempu-
nyai kapasitas membuat perjanjian internasional -(pasal .6 Konvensi Wina
tahun 1986 jo pasal VII ayat 2 A.D. IBRD/IDA}). Perjanjian antara Republik
Indonesia dan Bank Dunia adalah perjanjian internasional, maka cara peng-
ikatannya, kekuatan berlakunya, penerapannya, penafsuannya hak dan
kewajiban para pihak tunduk pada hukum internasional.? -

Sifat perjanjian pmjaman antara Republik Indonesia dan Bank Dunia
merupakan perjanjian intérnasional dapat dilihat dalam General Conditions
(G.C.) IBRD dan IDA pasal 10.01. Ps. 10. 01. Genéral Conditions (G.C.)
IBRD dan IDA menentukan:

"The rights and obligations of the Bank, the Borrower and the

Guarantee under shall be valid and enforcable in accordance with

their terms :notwithstanding. the -law af any staie ‘or pa!mcat

subdmsmn there o_f to rhe con:rary -

'CFG. Sumaryati Hanono, Bebempa mﬂsafah Tmnsna.smnal dafam Penanaman Muaodal Asing ¢ d; indo-
nesig (Bandurig:'Bina C1pm 1972) hal 10, dst_; "Kontrak-kontrak Bisnis Transnasional” (Maknlah pada
penataran Hukum Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Fakultas Hukum, 19-25 Januari
1990} hal. 3-6; "Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia® (Makalah Disampaikan pada Penataran Hu-
kum Organisasi Internasional, Fakultas Hukum Universitas Fadjadjaran, Bandung. 13-15 September
1993), hal, 28-29; Mieke Komar Kantaatmadja, Lembaga Jaminan Kebendaan Pesewat Udara Indonesia
ditinjau dari Hukum Udara (Bandung: Alumni; 1989}, hal. 13.; Rainer Yeiger, "The Unilateral Change

of Economic Development Agreement, 'Imemauana! and Compararwe Law Quarerly, V0123, 1974 _hal,
27.

THugh N. Scoot, “The Enforceability of Loan Agreement; Berween the World Bank and its Member
Countries, The American University Review, Yol. 13, No. 2, June 1964, hal. 90.
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Perumusan "notwithstanding” merupakan’perumusan yang,. tidak -biasa dan
bersifat negatif. Perumusan tersebut memberikan kewajiban kepada negara
pihak pecjanjian, bahwa perjanjian pinjaman dar perjanjian jaminan meru-
pakan perjanjian internasional- yang tunduk ‘pada hukum internasional.
Hukum internasional yang dimaksud adalah’ hukam internasionat-publik,
yaitu kaidah-kaidah yang berlaku bagi masyarakat internasional pida umum-
nya. Perkataan notwithstanding the law of any state” melengkapi terlaksa-
nanya perjanjian pinjaman, terlepas dari hukum naswnal debitur atau hukum
nasional lainnya.? & :

-Sifat intermasional perjanjian pinjaman antara Bank Duma dan negara
anggotanya tidak -saja melindungi Bank Dunia dalam hal ada perubahan
secara unilateral dari pihak negara nasabah; tetapi juga sebagai sarana Bank
Dunia untuk melaksariakan hukim, tanpa memperhatikan - tuntutan negara
peminjam akan hak imunifasnya didepan -pengadilan nasional. Perumusan
perjanjian tersebut memberikan:hak tuntutan internasional- walaupun harus
diakui bahwa:Bank Dunia sébagai organisasi -internasional ‘tidak--‘,da:pat
meriuntut negara nasabah didepan Mahkamah Internasional (Internationat
Court of Justice- - ICJ) yang dapat berperkara’ dldepan Mahkamah Interna-
sional hanya negara.* -

Konsckuenm perjanjian ‘pinjaman atau’ perjanjlan jaminan antara Bank
Dunia dan negira.debitur- sebagai petjanjian intetnasionalialah .adanya
kewajiban sebagalmana dltentukan dalam’ pasal 102 piagam PBB yang. me-
nentukan - bahwa- peqanjlan mternasmnal yang dlbuat oleh anggota PBB
didaftarkan pada sekretariat PBB, .~~~ 7 L7

‘. Pada-sidang Majelis Umum PBB ke-28 tanggal 10 Febriari. 1946, telah
memutuskan’ resolusi® yang memerinitahkan pada Sekretaris Jenderal PBB
(Sekjen) untuk membuat peraturan lebth tanjut tentang masalah pendaftaran
dan publikasi perjanjian internasional sesuai dengan perintah tersebut.-Sekjen
PBB menyerahkan draft Peraturan tentang registrdsi dan Publikasi Perjanjian
Intcmasmonal Majells Umum akhlrnya mengfsahkan peraturan tersebut.®

L
RN

’Amn Brochcs "Interrtatuonal [.ega.l AspecLs of Operation of the World Bank' Recue:! des Cours {IlI
Haguc Acedemic de Dmtr lnlemaunnal) 1959 hal, 351 -

‘Pasal 35 ayal ) Slntul‘z Mnhka.mah lntcmasmnal hl:rbunyt Thc Cuutt Shall be Open the Slatcs
pertisies o the: present stanute. '

*Hans Kelsen, “The Law of The United Nations, ~ {London: Stevens & Sons Limited, {951). hal. 699,

“Majelis Umum zlah menetapkan Resolusi tentang peratumn Pelaksanaan Pasal 102 Pnabam PBB
Doc. 4/64/Add. (Hans Kelsen; ibid, hal. 189-194}.
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72 Hukum dan Pembangunan

* Peraturan, pelaksanaan pasal 102 Piagam PBB memperluas kewajiban
Sekjen PBB untuk mengadakan "filling and recording” dan juga menetapkan
bahwa perjanjian yang dibuat Badan Khusus; PBB juga didaftarkan (Pasal 10
Peraturan Pelaksanaan pasal 102 Piagam PBB). Bila salah satu pihak dalam
perjanjian telah mendaftarkan; maka pihak lain dalam perjanjlan tersebut
dibebaskan dari kewajiban untuk mendaftarkan. . - -~

Bank -Dunia 'sebagai. Badan Khusus PBB dengan keputusan Dlreklur
Eksekuuf IBRD tahun 1952 telah memutuskan bahwa perjanjian pinjaman
atau perjanjian jaminan antara pihak IBRD dan negara debiturnya akan didaf-
tarkan sebagai perjanjian internasional dan juga menentukan bahwa, pendaf—
taran pada sekretariat PBB.akan dilakukan oleh pihak Bank Dunia.

Masalah lain dari perjanjian internasional adalah bagaimana pembuatan
perjanjian tersebut. Pembuatan perjanjian antara- Republik Indonesia dan
Bank- Dunia melalui tahap pra negosiasi, negosiasi, dan penandatanganan.
Setelah Bank Dunia memutuskan untuk memberikan pinjaman pada Republik
Indonesia berdasarkan Buku Biru yang diajukan pada.sidang -forum IGGI
(sebelum tahun 1992) dan sidang CGI {sejak tahun 1992), segera Bank Dunia
melakukan tahap pertama sistem life cycle (identifikasi; persiapan, penilaian,
perundingan, persetujuan, pelaksanaan, supervisi dan.evaluasi pasca).

Tahap pertama sistem life cycle dimulai dengan-tahap- identifikasi,
kemudian dilanjutkan. dengan tahap persiapan dan tahap penilaian. Tahap-
tahap ini disebut dengan tahap pranegosiasi.. Dengan tahap pranegosiasi telah
diadakan pendekatan-pendekatan antara pihak Bank Dunia dan,pihak Indone-
sia. Kedua pihak dalam tahap pranegosiasi ini telah mengadakan pembica-
raan-pembicaraan tentang proyek yang akan dibiayai Bank Dunia. Pembica-

raan-pembicaraan pada tahap pranegosiasi ini merupakan bahan yang pentmg
untuk pembicaraan pada-tahap negosiasi. ... . QW \

Berdasarkan pemblcaraan-pemb:caraan pada lahap pranegosxam 1m
maka pada tahap negosiasi.kedua belah pihak-hanya akan :membicarakan
masalah-masalah. yang belum dapat dipecahkan sebelumnyas - ..

Kesepakatan antara para pihak ditangkan dalam perjanjian pinjaman
atau perjanjian jaminan. Naskah perjanjian pinjaman atau perjanjian jaminan
diajukan pada Direktur Eksekutif Bank Dunia untuk mendapat persetujuan.
Persetujuan Direktur Eksekutif ini akan dituangkan pada resolusi yang
intinya memberi wewenang ‘untik . melaksanakan per_}anjlan pinjaman’ atau
perjanjian jaminan. Direktur Eksekutlf membenkan wewenang kepada Pre-
siden Bank Duni4 atau salah satu Wakil Presiden Bank Dunia untuk menan-

7Aron Broches, op.cit, hal. 355.
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datangam perjanjian’ pinjaman -atan peqanjlan jamninan (pasal VIlI ayat 2
A.D: IBRD/IDA jo pasal 7 ayat 3 Konvensi Wina Tahun-1986). "
Bagi Indonesia- berdasarkan pasal ‘'l PP No. 19/1974 (PP No. 191’ 1974
ini- menipakan perubahan dari PP No.1/1967) mengtapkan ‘bahwa Menteri
Keuangan atau pejabat yang drben wewenang oleh- Menterl Keuangan dapat
mengadakan dan menandatangam semua persetujuan pmjaman serta kontrak
lamnya berikut dokumeh yang berhubungan dengan peljanjlan meaman atau
peqanjlan jaminan dengan Bank Duma Ketenman ini dlpertegas dengan
ketentuan’ yang terdapat dalam’ Keputusan Bcrsama Menterl Keuangan dan
Menteri NegaraJKetua BAPPENAS No. 48!KMK 021/ 1987 dan-No*' 004/
Ket./1/1987 pasal 2 ayat 2 yang menegaskan bahwa Naskah Pm_jaman Luar
Negerl ditandatangam oléh Menteri’ Keuangan Per_]arulan pmjaman antara
Republik Indonesm dén ‘Bank ‘Dunia’ penandatanganannya‘ dilakukan oleh
Mefiteri’ Keuanga.n atau dldelegas1kan pada Kepala Perwaktlan lndone.sm d1
Washington: = " R
Berlakunya perjanjian plnjaman atau per]anjlan Janunan dldasarkan pada
ketentuan pasal 12 01 G C. IBRDHDA Pasal 12 01 G.C. IBRD!IDA me:
nentukan peqanjlan pm_|aman atau perjan_]lan jamman dibual o]eh. pe_;abat
yang menurut hulcum nasmnal nEgara debitir mempunya1 wewenang untuk
menglkatkan negara dengan plhak Bank Duma B -
Alasan pemenuhan persyaratan yang dlmmta Bank Duma adalah
a) P:hak Bank Dunia- harus yakm bahwa' pElja.l'l_lla.l'l pmjam;m atau per_|ar1-
Jlan Jamman mempunyai kekuatan menglkal menurut hukum nasxonal
riegara peminjam (Indoncsna) S et
b) Pihak Bank Dunia menghendaki’ adhnya Jamman dari’ negara pemmjam
atau pemjamin menurut hukum nasionalnya plhalcnya dapal memenulu.
kewajlban yang tertera dalam per_]anjlanu pm_laman alau per_;anpan

ST T .I‘.;'. e oI .:\_' s rw.-“:'.:-i", ;

p1hak Meriteri’ Kehaklman Repubhk Indomma tentang apakah menurut

hukum Indonésia perjan_uan pinjaman itu telah’ sah dan dapat 'dllaksanakan
" Setelah pihak Bank ‘Dunia’ yakm ‘bahwa persyara[an-persyaratan dlpe-

nuhi, kémudian plhak Bank Dunia akan membentahukan pada p:halc Indoue--

sia. Perjanjian’ pmjaman akan berlaku sesuai dengan ketentuan dalam per-l
Jaﬂjiaﬂ (pasal 12 03 G, C) J'.' (T, o ,

TR AR A BRI K A LT R E 4
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74 Hukaum dan Pentbangunan

Bank Dunia. sebagai organisasi internasional yang bergerak- dalam
bldang perbankan benu_|uan agar pinjaman yang d:henkan pada anggotanya
untuk pembangunan- ekonomi dapat- mencapai hasil yang optintal.

Untuk mencapa1 u juan tersebut pthak Bank Dunia berkepentingan agar
penggunaan pinjaman dapat drpergunakan secara efekuf. . .

Guna mencapai tujuan tersebm maka plhak Bank Dumadalam melaksa-
nakan tugasnya dldasarkan pada ketentua.n ketenman -yang terdapat dalam
anggaran dasamya by Laws, General Condluons (G C.), Guidelines Procu-
rement under lBRD loans and IDA Credlts (G P. ), Gmde]mes Use of Con:
sultants by World Bank Borrowers ‘and by the World Bank as Execulmg
Agency, Guldehnes Financial Reporlmg and Audmng of Pro_|ects Fmanced
by the World Bank Ketentuan-ketentuan G.C.,GP, dengan penggunaan
konsultan dan pembua!an Japoran keuangan mempakan ketentuan yang
terplsah “dari perjanjian pm_;aman telapi disebutkan . da]am -perjanjian
pinjaman sebagal bagian yang 1ak terp:sahkan mlsalnya dlsebutkan dalam
schedule per janjian pinjamnan,

G. C. itu sendiri. menjelaskan bahwa persyaralan-persyaratan yang ter-
dapat di dalanmya hanya d:lerapkan sepan_]ang adanya kelenruan-kelemuan
dalam dokumen pinjaman. Hal tersebut tergantung pada senap perubahan
yang terdapat didalam dokumen’ pinjaman (Ps. 1.01. G.C. IBRD).

"The General Conditions set fonh certain rerms and Condmans '

. generally app!zcable o Ioam made by the Bank They apply to any
loan and to any guaramae agreemen! member; of the Bank provi-
ding for the guarantee of any such loan to- exl'em and .sub_;ecr to

any moa‘ lifications set fon‘h in_such agreemen!s ’ .

Pasal 1.01. G,C. IDA mieneniukan: . "
" '“The Gereral Conditions ‘set forlh certain terms ‘and Condman.r

Generally applicable to development credit granted by the

. Association to its members. They apply ro. any madzﬁcanons set
fon‘h in such agreemenrs

Ketentuan-kelentuan slandar yang dlkernukakan d1 atas merupakan ke-
tentuan yang bersifat sebagal pedoman yang akan dlpergunakan oleh plhak
Bank Dunia dcngan negara debntur apabﬂa hendak . dibuat. perjanjian pin-
_]aman atau perjanjian jaminan. Pedoman ini dapat dlubah sesua: dengan sifat
proyek dan kesepakatan antara plhak Bank Dunia dan plhak negara debitur,
jadi ketentuan-ketentuan pedornan diolah lebrh Janjut oleh para pikak dan
berdasarkan kesepakatan para pihak, maka ke{cntnan pedoman yang dlubah
dirumuskan dalam klausula yang ditentukan dalam schedule dan ini merupa-
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kan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian pinjaman atau perjanjian
jaminan.
Pasal 1 Perjanjian Pinjaman IBRD menentukan:
' "The General Conditions Applicable to Loan and Guardntee A gree- -

ment ... Constitution an integral part of this Agreement

Perubahan G.C. dimungkinkan untuk menyesuaikan dengan keadaan
khusus. Sebagai contoh, dalam "Perjanjian Pinjaman untuk: Proyek Pemba-
ngunan Ekspor (ijaman No. 2702 Ind).

Pasal 1. 01 Perjanjian tersebut menenmkan T
"The General Conditions Applicable to Loan arzd Guarantee Agree—
ment of the Bank, dated January 1, 1985 with the modifications
set forth schedule 4 of this agreement

Contoh lain Perjanjian Pm_|aman untuk sektor Urbanisasi, ‘Perjanjian No.
2816 Ind. Pasal 1 Perjanjian tersebut menentukan:
"The General Conditions applicable to Loan Guarantee Agreement
of the Bank dated January 1, 1985, with the last sentence of Sec-
tion 3.02 delited, The Genera! Condmons cansmure an mregral
" part of this agreement”. '

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perjan-
jian pinjaman atau perjanjian jaminan antara Republik: Indonesia dan Bank
Dunia merupakan perjanjian mtemasmnal dlmana kesepakatan para pihak.
masih’ tetap merupakan dasar. -

Perjanjian pinjaman antara- Republlk Indonesia dari Bank Dunia mernupa-
kan perjanjian pembangunan Ekonomi. Ini berarti batiwaif ‘perjanjian pinjaman
itu memuat ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat dalam perjanjian pinjam-
meminjam biasa. Ketentuan-ketentuan ini berhubungan dengan masalah pro-
yek yang dibiayai dari pinjaman tersebut. Ketentuan ini berhubungan dengan
masalah tehnis, misalnya ketentuan yang harus diikuti dalam masalah peng-
adaan barang dan jasa untuk keperluan proyek, dimana harus mengikuti
ketentuan yang terdapat pada petunjuk prokuremen (Guldelmes Procurement
G.P.) yang telah ditentukan oleh pihak Bank Dunia. Ketentuan yang me-
mungkinkan pihak kreditur. mengirimkan akhirnya untuk mengawasi jalannya

proyek agar proyek tersebut dapat bekerja dengan lancar dan et‘ 1sien (snstem
life cycle Bank Duma) :
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Tempat Perjanjian Pinjaman antara Republik Indonesia dan Bank Dunia
dalam suvasana nasional Indonesia, UUD 1945 tidak ada kelentuan yang
mengatur tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional.
Untuk mengetahuinya harus dilihat dalam praktek.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat: | |

. langsung menganggap diri kita-terikat pada kewajiban melak-
sanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan perjanjian dan konvensi - -
yang telah disahkan tanpa perlu mengadakan lagi perumiang-un-
dangan pelaksanaan (implementing legislation).® .. - = «

. tetapi dalam beberapa hal pengundangan da!am undang-undang
adalah mutlak diperlukan.

Hal-hal tertentu yang dimaksudkan adalah:

a. Apabila perjanjian internasional yang telah disahkan memuat ketentuan
diperlukannya perubahan dalam undang-undang nasional yang ]angsung
mengangkat hak warganegara sebagai orang perorangan. .,

b. . Apabila materi Konvensi yang akan diberlakukan berbeda dengan keten—
tuan perundang-undangan yang ada (dan belum berubah) karena berda-
sarkan atas konvensi internasional yang lama, sedangkan Republik
Indonesia telah terikat oleh konvens1 yang baru

~Jadi untuk masalah—masalah yang dnenmkan dalam pomt a dan b maka
perlu mengadakan perundang-undangan pelaksanaan.®

Dalam melaksanakan tugasnyauntuk memberikan pmjaman Bank Dunia
telah memakai bentuk-bentuk formal :perjanjian sebagal berikut:
3] Per_;anjlan Pinjaman.(Loan Agreement). - .

-Perjanjian.ini dibuat antara. pemm]am (debltur) d:m Bank Duma oo

'Moch!ar Kummaatmadja .Penga.mar Hutnm Imemas:ona! (Bmdung Bmacrpta 1977) hal, §5.

’Mochtar Kusumaatmadja, ibid. hal. 86-87. Mleke Komar Kantzatmmadja, "Instrumen Nasionai untuk
Ratifikasi Perjanjian Intermasional. Suam Swdi Kasus, Majalch Hukum Nasmmf Bad.an Pembinaan
Hukum Nasional, Departemen Kehakiman No. 1,'1991, hat. 37-38.

“Sebagai contch Indonesia tcleh meratifikasikan tiga konvensi yang menyangkut kejahatan
penerbangan, yeitu Koenvensi Tokyo 1983 tenmang "Qffences and Certain Other Acts Comitted on Board
Aircraft®, Konvensi Dan Haag tahun 1970 tcamng “The Suspension of Unlawful Sciizure of Aircrafl,
Konvensi Montreal 197! tentang "The Suspension of Unlawful Acts againis the safety of civil aviations®
dengan Undang-undang No. 2 mhun 1976.
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2

3

4)

5)

6)

Perjanjian Jaminan (Guarantee' Agreément). - = - Tl

Perjanjian diadakan antara Bank-Dunia dengan anggota dimana anggota

' telah menyetujui untuk membenkan Jarrunan atas pmjaman dan Bank

Duniz. b

‘Perjanjian Proyek (Pro_;ect Agreement) S S

Perjanjian ini diadakan:antara Bank Dunia‘ dengan pelaksana’“proyek
yang dlblayal oleh Bank Dunla dlma.na pe]aksana tadl bukanlah si

Per_]anjlan Penerusan (Sub51d1ary Loan Agreement)

- Perjanjian ini- diadakan bila negara- pemmjam memmjamkan lagl pm—

Jaman tersebut pada pihiak lam

" dari Bank Dunia pada Pemerintah Dierah. atai’ Badan Usahz Milik N&

gara untuk melaksanakan proyek yang dibiayai oleh plhak Bank Duma
Perjanjian Penjélasan (Supleméntary Lettérs). - "% -

Surat penjelasan yang diperlukan untuk melengkapi peganj 1an-per_|an_| ian
'yang telah disebutkan di-atas. Karena sifatriya Per_lanjlan Pen_;elasan ini
merupakan pelengkap bagi perjanjian tersebut. S L
Pengaturan Kontrak Tambahan (Additional Contractual Agreement).

"Kadang-kadang dlperlukan untuk mengatur masalah-masalah’ khusus mi-

salkan: pengaturan pinjaman sepem pembuatan akte notarls mortgage
cara pembayaran dsb. .-

- Dalam‘hal tertentu mungkin adanya suat kontrak yang sangat kompleks
. anitara pemeriritah dan - piliak” swasta sebagai pelaksana proyek yang

dibiayai oleh' Bank Dunia. Pihak Bank Dunia ikut mengawa31 komrak

-ini walaupun ‘Bank Dunia bukan pihak dalam kontrak yang demikian,
~ hal ini disebabkan: karena-Bank Dunia berkepentingan untuk mengawasi

pemakaian pinjaman yang diberikan. Bank Duma perlu memberlkan
persemjuan atas kontrak tersebut o ‘

Dokumen tersebut di atas (poin 1 s/d 7) adatah dokumen hukum, yang

merupakan kesepakatan antara Bank Dunia dan pihak peminjam. lsi dari
dokumen tersebut mencerminkan kebijaksanaan Bank Dunia sehubungan de-
ngan pemberian pmjaman tertentu. Peq an]lan-per]anjlan tersebut mempakan

"Untuk pencrapan ketiga perjanjian tersebut datam suasana nasional, menycbabkan suaru tindakan

yang scbeminya tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Akibamya Indonesia harus mengubah dan
memambah Kiub Undang-Undang Hukum Pidana Tndunesia untwk maksud terschut [ndonesia telah
mengundangkan Undang-undang No. 4 th, 1976 tentang P:mhahan dan Penambahan bchempa Pasal
datam Kitab Undang-Undang Hukum Bidana.
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inti hubungan hukum antara.Bank-Dunia dengan pihak peminjam.: :
- -Adanya perangkat hukum sebagai disebutkan di-atas menyebabkan: Bank
Duma mempunyai. mekamsme Xkerja yang mapan dan mempunyai kemampuan
secara hukum untuk memaksa negara debitur mentaati perjanjian pinjaman.
Campur tangan pihak Bank,Dunia-dalam_pelaksanaan proyek- itu tidak
hanya pada. masalah-masalah teknis. dan ;ekonomis saja,.tetapi juga pada
masalah hukum. Dengan dalih demi berhasilnya suatu proyek, dalam perjan-
jian pinjaman ataupun dalam perjanjian penerusan Bank Dunia. menemukan
syarat-syarat tertentu. Misalkan dalam.Perjanjian Pinjaman ; antara Indonesia
dan IBRD tentang Banman Tehnik Kereta Api. Pinjaman: tanggal 7 Januari
1988 ijaman No. 2891 pasal 3.03 mencmu.kan bahwa- pihak peminjam
akan mengurangi _|um]ah pegawa.l PIKA sampal kira- lura 41.000 orang sam-

tukan o ~ Lo
"The Borrawer shal! carry ou:, or cau.s‘e ro be carned out, a prog-
. ram satisfactory 1o the Bank, .to reduce the member of employees
of P.J.K.A. to about 41.000 by march 31, 1991, and shall prowde
funds to PIKA for payment of staﬁ’ in excess of its reqmrements

Contch. lam plhak Bank Duma mensyaratkan pembcntukan unit baru un-
tuk melaksanakan proyek tersebut. Hal ini disebabkan menurut Bank Dunia
proyek yang dibiayai adalah proyek multi purpose, dimana organisasi yang
telah ada tidak dapat melaksanakan proyek yang pelaksanaannya sangat kom-
pleks. Misalkan pada Perjanjian Pinjaman antara IBRD dan Indonesia tentang
perbaikan Kampung Daerah Jabotabek Kedua tanggal 6 Juli 1990. Pinjaman
No. 3219 IND. Pasal 3.04 (a) menentukan bahwa pihak Indonesia akan men-
dirikan. suatu Badan Hukum untuk mengelola dan mengoperasikan- Sistem
lebah di DKI "Perusahaan Pengelola Air Limbah (PPAL) Untuk Jelas-
nya kita kutlp ketentuan tersebut: .

"The Borrower shall cause to be esrabhshed by Apn[ } I 991 an

enrerpnse to manage ‘and operate the D.K.I. .Jakarta savage
system , |

_Contoh lal_n Ba.nk-'Dunia menghendaki adanya pembentukan satu unit
untuk melaksanakan proyek. Dalam Perjanjian Pinjaman antara Indonesia
dengan IBRD tentang Proyek Restrukturisasi Pupuk, tanggal 16 Januari
1991, Pinjaman No. 3282 Pasal 3.04 menentukan bahwa pihak Indonesia
harus mendirikan siatu Komite Pengarah (Steering Comittee) yang keang-
gotaannya meliputi direktur dari Departemen Pertanian, Departemnen Per-
industrian, Menteri Koordinasi ekonomi, keuangan, mdusm dan pemba-
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ngunan,; Departemen Kependudukan dan Lingkungan. o

Pihak Bank Dunia juga dapat menentukan bahwa pelaksanaan proyek.
harus dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai kwalifikasi tertentu dan
disetujui oleh pihak Bank Dunia. Sebagai contoh dikemukakan disini keten-
tuan dalam Perjanjian Pinjaman antara Republik Indonesia dan IBRD pada
tanggal 6 Maret 1981 tentang proyek Kelistrikan ke.sepuluh Pinjaman No.
1950 IND. Pasal 3.04 menentukan:

"The Borrower shall ensure that the position of Presidént Director

of PLN shall ar times be filled by a qua!gﬁed and -experiented
person.”

Dalam pelaksanaan suatu proyek pihak Bank Dunia juga dapat meminta
untuk perubahan status hukum suatu unit pelaksana. Sebagai contoh misalkan
Perjanjian Pinjaman antara Republik Indonesia dan IBRD dalam bidang'Pro-
yek Bantuan Kereta Api. Pinjaman No. 2891 yang telah disebut di atas.
Pasal-3.05 menentukan bahwa PJKA harus diubah statusnya menjadi Perusa-

haan Umum (Perum). Untuk jelasnya dapat kira lihat ketentuar tersebut: - -

"The Borrower shall carry out a program, satisfactory to the Bank,

for Conversion.of PJIKA into "Perusahaan Umum by March 31,
1989". R .

Dalam bidang Keuangan Pihak: Bank Dunia juga dapat-meminta bahwa
pelaksanaan proyek akan diaudit oleh pihak yang netral yang dapat-diterima
oleh pihak Bank Dunia. Kadang-kadang juga ditentukan bahwa perwakilan
Bank Dunia dapat meneliti laporan tersebut. .Contohnya' ketentuan dalam
pasal-4-01 (c) (iii). Perjanjian'pinjaman antara Indonesia dan IBRD tentang
proyek Telekomunikasi Keempat. (Pinjaman No."3482-IND.). :

Dalam mencapai hasil yang maksimal bagi suatu proyek, pihak Bank

Dunia menghendaki bahwa:pihak péminjam akan menentukan harga dan
ongkos pengguna jasa. Sebagai contoh.disini dapat dikemukakan ketentuan
dalam Perjanjian Proyek antara Perusahaan Listrik: Negara danIBRD tentang
Proyek Kelistrikan-Desa, tanggal-30-April 1990, Pinjaman 'No. 3180 IND,
Pasal 4.02 menentukan bahwa PLN akan meninjau harga dan ongkos listrik
dengan pihak pemerintah Republik Indonesia: dan plhak IBRD Untuk jelas—
nya kita kutip ketentuan tersebut:

. "PLN shall penad:cal[y review ifs Iong run margmai cost and rarzﬁ

structure, and shall discuss in timely manner, the resuirs of rhe

- review with the Borrower and the Bank.” -

1 . Tl i S . ' . oo
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Contoh lain dapat -dikemukakan ketentuan yang terdapat.dalam Per-
janjian Pinjaman antara Indonesia dan IBRD teniang Proyek Pembangunan
Kampung Jabotabek Kedua, tanggal & Juh 1990. ijam;m NO 3219 IND.
Pasal -4.03 menentukan: ™. "

.. The Borrower sha:'l tduse DK{Y Jakana rogezher wuh ﬂze PDAM

Joya R sn

{a) to adjust :rs tan_ﬂ"s on the bas:s of realistic forecasts after

reviewing.the adequacys of the tariffs of PDAM Jaya to meet

the requirement set forth in section-4.04 and 4.05 of dns ag—
reement for the next three fiscal years; and .

b) to ﬁ:rmsh 1o the Bonk the results of such review uporz compfe—
© tion." 1 gl . . 0 . . o

Dalam Perjanjian pinjaman kadang-kadang dibuat juga pembatasan ten-
tang hutang yang dibuat oleh si-peminjam. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
mempertahankan keuangan ‘dari pelaksanaan proyek. Contohnya dapat kita
lihat dalam ketentuan pasal 4.04 Perjanjian Pinjaman lemang Proyek Kam—
pung Jabotabek yang telah disebutkan di atas:- -

"Accept as the Bank shall otherwise agree, the Borrower shall

ensure that: (@) PDAM Jaya shall not incur any debt ..

Perjanjian Pinjaman. dan Perjanjian Jaminan yang diterapkan akan
dibebaskan dari- segala-pajak yang dibebankan. Ketentuan perpajakan yang
ditentukan dalam General .Conditions (G.C.), :walaupun' tidak ‘dinyatakan
dengan tegas dalam perjanjian pinjaman, namun menurut pasal 1 setiap Per-.
janjian Pinjaman menentukan bahwa ketentuan yang terdapat dalam’ G.C.
akan berlaku. Ini berarti bahwa ketentian 'yang terdapat dzlam Pasa] v
G.C. akan:ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman.” = . ..

Perjanjian Pinjaman antara Republik Indonesia 'din. Bank Duma dalam.
penerapannya di Indonesia merupakan peljan_uan lntemzsmnal yang langsung
berlaku setelah penandatanganan. .

-Perjanjian Pinjaman antara Reépublik- Indon&ela dan Ba.nk Duma sebagai -
norma hukum internasional dalam hubungannya dengan -hukurn nasional In-
donesia, merupakan hukum internasional yang. langsung' dlterapkan dalam-
suasana nasional tanpa peraturan perundangan.-Jadi perjanjian pm_]aman itu
merupakan norma hukum 1memasmnal yang dlterapkan dalam suasana na-
sional. R DR s

Sikap Indonesm mengutamakan per_}anjlan pinjaman dala.m kedudukan—
nya terhadap hukum nasional sesuai dengan kewajiban yang ditentukan dalam
pasal 27 Konvensi Perjanjian Internasional tahun 1969/1986 jo pasal 10.01
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G.C. IBRD/IDA. Walaupun Indonesia belum sebagai pihak dalam Konvensi
tentang Perjanjian Internasional tahun 1969 dan 1986, namun Indonesia
melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi tersebut sebagai
hukum kebiasaan Intermasionali” Ketentuan ' tersebut. menentukani-bahwa
hukum nasional tidak boleh dipakai.sebagai alasan untuk menghmdarkan
kewajlban yang timbul dari perjanjian internasional." .

- Penegasan sikap Indonesia ini‘dapat dilihat dalam pasal 79 ayat 1
Keppres No. 16 Tahun 1994. Ketentuan dalam:pasal-79 ayat 1 Keppres No.
16 Tahun 1994 ini dipertegas dengan Keputusan Bersama:Menteri Keuangan
dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Pe-
rencanaan Pembangunan Nasional-Nomor Keputusan 27/MK/3/8/1994 dan
No. 166/Ket/8/19%94 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keppres No. 16
Tahun 1994 Bab V, point la, point 1c.1)d), dan point ic.1)f).

‘Pemerintah telah membuat ketentuan-ketentuan pengaturan dalam bidang
administrasi negara yang mengatur pemakaian pinjaman. luar negeri untuk
pembangunan ini dari hasil penelitian menunjukkan belum ada kemantapan.
Pengaturan pemakaian pinjaman luar negeri tidak diatur oleh undang-undang,
namun hanya diatur oleh Keppres, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan
Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/
Bappenas, Surat Edaran (misalnya Surat Edaran‘Menteri Keuangan, Dirjen
Anggaran, Dirjen Pajak, Bank Indonesia). Pelaksanaan dan.prosedur pin-

jaman luar negeri pengaturannya belum sesuai dengan rumlmya permasalah-
an yang d:hadapl . . ,

R |

Kesunpulan e T

l. Bank Duma sebagal orgamsasn mtemas:oual yang bergerak dalam bi-
-dang perbankan bertujuan agar pinjaman yang diberikan pada anggo-
. tanya untuk pembangunan ekonomi dapat mencapai hasil yang optimal.
:-.-Untuk mencapai tujuan térsebut pihak Bank Dunia berkepentingan
" agar penggunaan pinjaman:dapat dipergu-nakan secara.efektif. Guna
mericapai tujuan tersebut, maka pihak Bank Dunia dalam melaksanakan

tugasnya didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang:baka. =
" Ketentuan-ketentuan baku yang dikernukakan. dir.atas merupakan
- ketentuan -yang. bersifat-sebagai’ "pedoman”. yang akan’ dipergunakan
oleh pihak -Bank Dunia dengan négara debitur; apabila hendak dibuat
" perjanjian pinjaman atau perjanjian jaminan. Pedoman ini_.dapat diubah
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sesuai. dengan sifat proyek dan: kesepakatan antara pihak Bank ‘Dunia

' _-_dan plhal-. negara debiwr. 0 -7l

ot aard :- J =

. -Ad anya ketentuén-ketemuan balcu dltarhbah dengan :mstem hfe cycle
.pihak Bank Dunia dimungkinkan untuk-ikut: campur tangan dalam pelak—

sanaan proyek yang dibiayai.. .

.~ Campur tangan pihak :Bank Dunia sudah dlmulal sejak Bank Dunia
menentukan proyek mana yang-akan dibiayai dari daftar buku biru: Se-
Jjak identifikasi sampai evaluasi pasca-suatu proyek; plhak Bank Dunia

+ selalu mengikuti. perkembangan proyek.: -
.. Campur. tangan’pihak :Bank Dunia dalam- pelaksanaan proyek itu ndak

hanya: pada masalah-masalah teknis dan ckonomis saja, letapi juga pada
masalah hukum.  Dengan dalih demi. berhasﬂnya suatu .proyek, Bank
Dunia dalam perjanjian. pinjaman: ataupun dalam . perjanjian proyek

- mengharuskan;, misalnya: perubahan,status hukum unit- pelaksana pro-

yek,. pengurangan jumlah karyawan, penaikan .tarif (misalkan tarif
listrik), pengura.ngan subsidi pemerlntah deregulaSI dalam- bldang
ekonomi. -, - . v Wy :

Bagaimana tempat perjanjlan pmjaman Bank Duma dalam suasana
nasional, hasil penelitian-bahwa praktek ‘Indonesia-dalam hal perjanjian

. pinjaman, khususnya Perjanjian Pinjaman.antara Republik-Indonesia dan
.Bank menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan hukum . interna-

sional (primat hukum internasional}. Ini berarti bahwa ketentuan dalam
perjanjian pinjaman antara Republik Indonesia dan Bank Dunia dida-
hulukan dari ketentuan perundang-undangan nasional Indonesia yang
bertentangan dengan ketentuan  dalam perjanjian pinjaman tersebut,

maka perjanjian pinjaman antara Republ:k Indonesia dan Bank Dunia ini

yang dimenangkan. STRTLI RO AN

Sikap Indonesia mengutamakan perjanjian pinjaman dalam kedu-

- -dukannya_ terhadap - hukum. nasiorial.-5esuai dengan kewajiban  yang
-ditentukan dalam, pasal 27-Konvensi: Perjanjian internasional. tahun
:.1969/1986 jo pasal 10.01 G.C. IBRD/IDA. Ketentuan tersebut.menen-
tukan bahwa hukum nas:onal tidak ‘boleh, dipakai sebagai-aldsan untuk

‘menghindarkan kewajiban yang timbul dari Perjanjian Internasional.
Penegasan. sikap ' Indonesia. dapat - dilihat. dalam pasal 79.ayat 1

Keppres No. 16 tahun.1994. Ketentuan dalam pasal 79 -ayat 1 Keppres

No. 16 tahun 1994 ini dipertegas dengan Keputusan Bersama Menteri

. .Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan-Nasional/
. Ketua.Badan Perencanaan Pembangunan- Nasional Nomor Keputusan
- 27/MK/3/8/1994 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 166/Ket/8/1994

" April 1997



Hukum Peranjian - - 83

Keppres Nomor 16 Tahun 1994 Bab V, point la, point lc.1)d, dan
point fc.1)f).

5. Walaupun pemerintah telah berusaha meémbuat pératuran tenfang Pin-
jaman Luar Negeri tetapi pengaturannya belum mapan.
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